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Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
91 (Civil Aviation Safety Regulation Part 91) tentang
Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight
Rules) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
766) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulation Part 91) tentang
Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight
Rules) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1294);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN ALOKASI SYSTEM
AREA CODE (SAC), SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC),
INTERROGATOR IDENTIFIER () CODE, KODE ICAO 24-BIT
ADDRESS, KODE EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT)
406 MHz DAN PENETAPAN LOCATION INDICATOR PADA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Alokasi System Area
Code (SAC), System Identification Code (SIC), Interrogator
Identifier (I) Code, Kode ICAO 24-bit Address, Kode Emergency
Locator Transmitter (ELT) 406 MHz dan Penetapan Location
Indicator Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

bertujuan untuk memberikan pedoman dalam hal:

a. pemberian identifikasi untuk Peralatan pengamatan
penerbangan;

b. pemberian identifikasi Pesawat Udara, Peralatan dan
Kendaraan yang dilengkapi dengan SSR Mode S;

c. pemberian identifikasi Pesawat Udara yang dilengkapi
dengan ELT 406 MHz; dan

d. pemberian identifikasi Stasiun Tetap Penerbangan
(Aeronautical Fixed Station).

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peralatan pengamatan penerbangan diberikan alokasi
SAC, SIC dan/atau II Code;

b. Pesawat Udara, Peralatan dan Kendaraan yang dilengkapi
dengan SSR Mode S diberikan alokasi Kode ICAO 24 bit

Adress;
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c. Pesawat Udara yang dilengkapi ELT 406 MHz diberikan
alokasi kode sesuai protocol pengkodean yang diatur
dalam Petunjuk Teknis ini; dan

d. Stasiun Tetap Penerbangan (Aeronautical Fixed Station)
diberikan alokasi Location Indicator yang diatur dalam
Petunjuk Teknis ini.

KEEMPAT : Permohonan Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. permohonan alokasi SAC, SIC, II Code dan Location
Indicator disampaikan Pemohon melalui surat resmi
kepada Direktur Navigasi Penerbangan; dan

b. permohonan alokasi ICAO 24-bit Address dan Kode ELT
406 MHz disampaikan secara online melalui portal
https://hubud.dephub.go.id/sipdnp/.

KELIMA : Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan evaluasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur
Jenderal ini.

KEENAM : Penetapan Alokasi Kode yang diberikan sebelum berlakunya
Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :
KP 17/KUM/VII/2018 tentang Tata Cara dan Prosedur
Pemberian Alokasi System Area Code (SAC), System
Identification Code (SIC) dan Interrogator Identifier (II) Code,
Kode Secondary Surveillance Radar Mode-S (SSR Mode-S)
dan Kode Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz
Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala-Bagian Hukum,

y




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR PR 6 DJPU TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
ALOKASI SYSTEM AREA CODE (SAC),
SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC),
INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE,
KODE ICAO 24-BIT ADDRESS, KODE
EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER
(ELT) 406 MHz DAN PENETAPAN LOCATION
INDICATOR PADA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN ALOKASI SYSTEM AREA CODE (SAC), SYSTEM IDENTIFICATION
CODE (SIC), INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE, KODE ICAO 24-BIT ADDRESS,
KODE EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz DAN PENETAPAN
LOCATION INDICATOR PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

Revisi
Tanggal

REPUBLIK INDONESIA-KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

JAKARTA - INDONESIA
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1.1

BAB I
KETENTUAN UMUM

DEFINISI

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) yang
selanjutnya disingkat ADS-B adalah suatu sistem pengamatan
penerbangan dimana sistem avionic dari suatu Pesawat Udara
memancarkan (broadcast) informasi mengenai posisi terbang,
ketinggian terbang, kecepatan terbang dan parameter lainnya secara
lengkap dan otomatis setiap periode waktu tertentu ke sistem ADS-B
ground station di darat. ‘
Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Emergency Locator Transmitter (ELT) yang selanjutnya disingkat ELT
adalah pemancar gelombang radio yang didesain dan digunakan
pada Pesawat Udara, dapat aktif secara manual dan/atau secara
otomatis akibat benturan fisik atau indikasi marabahaya lain,
sebagai suar tanda marabahaya dengan tujuan untuk menentukan
posisi pemancar dan memanggil bantuan otoritas pemerintah.
Interrogator Identifier (II) Code adalah identifikasi unik berupa 4
(empat) digit binary yang diberikan kepada sebuah interrogator
Radar.

Kendaraan adalah Kendaraan bermotor di wilayah Bandar Udara
yang dilengkapi dengan SSR Mode-S dan digunakan dalam kaitannya
dengan penginderaan (Surveillance).

Kode ELT 406 MHz adalah kode identifikasi unik pada perangkat ELT
406 MHz untuk mengidentifikasi perangkat tersebut atau
mengidentifikasi Pesawat Udara yang membawanya, mencakup
informasi protokol pengkodean, kode negara dan data identifikasi
lainnya sesuai protokol pengkodean yang digunakan. Kode ELT 406
MHz digunakan untuk menghubungkan semua pesan peringatan
yang dikirimkan oleh perangkat ELT 406 MHz tertentu.

Kode ICAO 24-bit Address adalah penetapan pengalamatan 24-bit
(24-bit address) yang dinyatakan dalam format
binary/ oktal/ hexadecimal yang diberikan oleh International Civil
Aviation Organization untuk Negara Indonesia.

Location Indicator adalah kode yang terdiri dari 4 huruf yang dibuat
sesuai dengan aturan ICAO dan menunjukkan lokasi sebuah Stasiun
Tetap Penerbangan.

Multilateration (MLAT) adalah seperangkat Peralatan yang
dikonfigurasi untuk memperoleh informasi posisi dari sinyal
transponder Secondary Surveillance Radar (SSR), Monopulse
Secondary Surveillance Radar Mode-S (MSSR Mode-S) dan ADS-B
baik berupa squitter maupun reply menggunakan teknik Time
Difference of Arrival (TDOA).

Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak Pesawat
Udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar
untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.
24.

Pelayanan Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)
yang selanjutnya disingkat AFTN adalah sistem jaringan tetap
penerbangan yang disediakan sebagai bagian pelayanan tetap
penerbangan, untuk keperluan pertukaran pesan dan/atau data
digital antar stasiun tetap penerbangan yang memiliki karakteristik
komunikasi yang sama atau sesuai.

Pemohon Alokasi adalah Badan Hukum Indonesia, Instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara,
Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara,
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi
Penerbangan.

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah Perum
Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
Peralatan adalah semua Peralatan yang memerlukan Kode SAC, SIC
dan II Code dan/atau semua Peralatan yang dilengkapi dengan SSR
Mode-S, yang digunakan untuk mendukung kinerja penginderaan
(Surveillance).

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di
atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena
reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.

Pesawat Udara Indonesia adalah Pesawat Udara yang mempunyai
tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia;
Pesawat Udara Negara adalah Pesawat Udara yang digunakan oleh
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,
kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan
fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Radar adalah salah satu fasilitas Navigasi Penerbangan yang bekerja
dengan menggunakan frekuensi radio yang digunakan untuk
mendeteksi pesawat terbang yang dipasang pada posisi tertentu di
sekitar lingkungan Bandar Udara di dalam/di luar sesuai fungsinya.
SSR Mode-S adalah ATC Transponder yang berfungsi untuk
mengirimkan informasi tentang Pesawat Udara, Peralatan dan/atau
Kendaraan ke Secondary Surveillance Radar pada system
pengamatan penerbangan.

Stasiun Tetap Penerbangan (Aeronautical Fixed Station) adalah
stasiun pada pelayanan aeronautika tetap.

System Area Code (SAC) adalah identifikasi unik dalam format
hexadecimal serta 8 (delapan) digit binary yang diberikan kepada
sebuah negara.

System Identification Code (SIC) adalah identifikasi unik yang terdiri
dari 8 (delapan) digit biner untuk Radar system, ADS-B dan MLAT
dalam suatu Negara.

Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

RUANG LINGKUP DAN PEMBERLAKUAN

Petunjuk Teknis ini mengatur mengenai tata cara dan prosedur
pemberian alokasi System Area Code (SAC), System Identification Code
(SIC), Interrogator Identifier (I) Code, Kode ICAO 24-bit Address, Kode
Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz dan penetapan Location
Indicator pada Pelayanan Navigasi Penerbangan.



1.2.1 Objek pemberlakuan dalam petunjuk teknis ini meliputi:
a. setiap Peralatan pengamatan penerbangan;
b. Pesawat Udara, Peralatan, dan Kendaraan yang dilengkapi dengan
SSR Mode-S;
c. Pesawat Udara yang dilengkapi dengan ELT 406 MHz; dan
d. Stasiun Tetap Penerbangan (Aeronautical Fixed Station).
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2
2.2:1

2.2:2

2.2.3

2.2.4

BAB II
ALOKASI SYSTEM AREA CODE (SAC), SYSTEM IDENTIFICATION
CODE (SIC) DAN INTERROGATOR IDENTIFIER (I) CODE

Pemberian Alokasi SAC, SIC, dan II Code
Dalam rangka identifikasi dan upaya meningkatkan keselamatan
penerbangan, Peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di
wilayah Republik Indonesia harus memiliki alokasi kode sesuai ketentuan
yang diatur di dalam petunjuk teknis ini.

Peralatan pengamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir
2.1.1 terdiri dari:

a. Radar;

b.  Multilateration (MLAT);

c. ADS-B; dan

d. Peralatan pengamatan penerbangan lainnya.

Alokasi kode pada Peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di
wilayah Republik Indonesia terdiri dari:

a. System Area Code (SAC);

b. System Identification Code (SIC); dan

c. Interrogator Identifier (II) Code.

Alokasi kode diberikan pada Peralatan pengamatan penerbangan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Radar diberikan SAC, SIC dan II code;

b.  Multilateration (MLAT) diberikan SAC dan SIC dan II code; dan

c. ADS-B diberikan SAC dan SIC.

Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3 diberikan untuk
masing-masing Peralatan pengamatan penerbangan sesuai dengan lokasi
yang diajukan dan harus memperoleh alokasi baru apabila dipindahkan.

Persyaratan dan Permohonan Pemberian Alokasi SAC, SIC, dan II Code.
Permohonan alokasi SAC, SIC dan II Code disampaikan Pemohon Alokasi
kepada Direktur melalui surat permohonan secara tertulis yang disahkan
pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja dengan dilengkapi data-data
sesuai formulir aplikasi alokasi SAC, SIC dan II Code.

Data yang harus dilengkapi oleh Pemohon Alokasi sebagaimana dimaksud
butir 2.2.1 antara lain:

nama dan alamat perusahaan;

nama pemohon,;

alamat email,

tipe Peralatan,;

merk Peralatan;

lokasi dan koordinat Peralatan;

tahun instalasi; dan

tanggal pengiriman Peralatan.

SR Q0 o

Untuk permohonan alokasi baru, format surat permohonan dan formulir
permohonan penerbitan alokasi SAC, SIC, atau II Code sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B Keputusan ini.

Untuk permohonan perubahan alokasi pada Peralatan pengamatan
penerbangan yang akan dipindahkan, format surat permohonan dan
formulir permohonan perubahan alokasi SAC, SIC atau II Code
sebagiaman tercantum dalam Lampiran II huruf C dan huruf D

Keputusan ini.



2.3
2.3.1

282

2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

Alur Proses Pemberian Alokasi SAC, SIC, dan II Code.
Direktur akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
penerbitan alokasi kode yang disampaikan Pemohon Alokasi.

Untuk berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi
persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan
penerbitan surat alokasi SAC, SIC dan II Code paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan
memenuhi persyaratan

Untuk berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan, Direktur
akan menyampaikan surat penolakan pemberian alokasi paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan menyampaikan
alasan penolakan.

Pemohon yang permohonanya ditolak, dapat mengajukan kembali
permohonan alokasi kode dengan melengkapi persyaratan sesuai
ketentuan.

Dalam penetapan alokasi II Code, Direktur akan melakukan koordinasi
dengan ICAO Regional Office Asia Pacific.

Alur proses penerbitan SAC, SIC dan II Code sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II huruf E.

Bentuk Surat Alokasi Kode
Alokasi SAC, SIC dan II Code pada Peralatan pengamatan penerbangan
dikeluarkan dalam bentuk surat alokasi kode.

Surat alokasi SAC, SIC dan II Code pada Peralatan pengamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 memuat informasi:
nomor surat;

nomor pendaftaran;

nama pemilik;

alamat pemilik;

lokasi Peralatan:

1) lokasi; dan

2) koordinat.

f.  data Peralatan

Paeop

1) Peralatan,
2) merk;
3) tipe Peralatan;
4) Kode SAC hexadecimal;
5) Kode SAC binary,
6) Kode SIC decimal;
7) Kode SIC binary
8) Kode II decimal, dan
9) Kode II binary
g. ketentuan bagi pemegang surat alokasi;
h. alokasi,;
i.  tanggal pengesahan; dan
j.  tanda tangan pengesahan.

Bentuk dan format surat alokasi kode SAC, SIC dan II Code sebaga_imana
dimaksud pada butir 2.4.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

huruf F.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

BAB III
ALOKASI KODE ICAO 24-BIT ADDRESS DAN ELT 406 MHz

Pemberian Alokasi Kode ICAO 24-bit Address dan ELT 406 MHz.
Pesawat Udara, Peralatan, dan/atau Kendaraan yang dilengkapi dengan
SSR Mode-S dan/atau ELT 406 MHz harus memiliki alokasi kode sesuai
ketentuan yang diatur di dalam petunjuk teknis ini.

Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 yaitu:
a. ICAO 24-bit Address; dan/atau
b. ELT 406 MHz.

Alokasi Kode ICAO 24-bit Address sebagaimana dimaksud pada butir
3.1.2 huruf a diberikan untuk:

a. Pesawat Udara Indonesia,;

b. Pesawat Udara Negara;

c. Peralatan; dan

d. Kendaraan.

Alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf
b diberikan untuk Pesawat Udara Indonesia dan Pesawat Udara Negara.

Alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud butir 3.1.4 memuat

informasi terkait identifikasi Pesawat Udara dan/atau operator Pesawat

Udara pemegang alokasi Kode ELT 406 MHz, antara lain:

a. tanda pendaftaran Pesawat Udara;

b. alokasi Kode ICAO 24-bit Address;

c. ICAO Aircraft Operator Designator dan serial number dari operator
Pesawat Udara; atau

d. Serial Number Transmitter Peralatan ELT 406 MHz.

Jenis alokasi Kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2
huruf b dapat menggunakan protokol pengkodean sebagai berikut:

a. User Protocol — Aviation User (Aircraft Nationality and Registration
Marking);

User Protocol — Aircraft 24-bit Address;

User Protocol — Aircraft Operator Designators;

User Protocol — ELT Serial Number;

User-Location Protocol — Aviation User (Aircraft Nationality and
Registration Marking);

User Location Protocol — Aircraft 24-bit Address;

User Location Protocol — Aicraft Operator Designator;

User Location Protocol — ELT Serial Number;

Standar Location Protocol — Aircraft 24-bit Address;

Standar Location Protocol — Aircraft Operator Designator;

Standar Location Protocol — ELT Serial Number;

Return Link Service (RLS);

National Protocol;

ELT Distress Tracking (ELT (DT)) Location Protocol — Aircraft 24-bit

Address;
ELT Distress Tracking (ELT (DT)) Location Protocol — Aircraft Operator

Designator; dan
p. ELT Distress Tracking (ELT (DT)) Location Protocol — ELT Serial Number.
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